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Haq’i Nurrachman. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana 
Pornografi pada Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/Pn Slw. Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Keberadaan pornografi/pornoaksi siber telah dirumuskan dalam 
perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan 
perundang undangan di luar KUHP. Walaupun demikian, perundang undangan 
pidana terkait dengan pornografi/pornoaksi siber, baik dalam lingkup kebijakan 
formulasi (dimungkinkan adanya ketidakkonsistenan, ketidaktegasan/ 
ketidakjelasan, atau kevakiman hukum) ataupun dalam lingkup kebijakan yudisial 
(dimungkinkan adanya berbagai interpretasi terhadap ketentuan undang-undang). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana 
pornografi dalam perundang-undangan di Indonesia dan penerapan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana pornografi pada putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum 
yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang 
digunakan adalah analisa data kualitatif dengan metode berpikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana dalam 
perundang-undangan di Indonesia, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah 
oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. KUHP dan UU ITE 
tidak memberikan batasan tentang definisi pornografi, sedangkan dalam UU 
pornografi, dengan jelas disebutkan definisinya. UU Pornografi adalah lex 
specialis (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan 
pornografi melalui dunia maya (internet). Penerapan sanksi pidana terhadap 
tindak pidana pornografi pada putusan nomor 82/Pid.Sus/ 2019/PN Slw. sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perbuatan 
Terdakwa terbukti melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang didakwakan, 
Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
“Pornografi”. Dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal 
dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 
denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 
bulan. Adapun sanksi pidana yang diputuskan lebih ringan dari yang didakwakan 
yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dan 
berterus terang di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa 
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 
 




Haq’i Nurrachman. Application of Criminal Sanctions against the Crime of 
Pornography in Decision Number 82/Pid.Sus/2019/Pn Slw. Skripsi. Tegal: Law 
Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2021. 
The existence of cyber pornography/porno-action has been formulated in 
criminal legislation, both provisions in the Criminal Code or statutory provisions 
outside the Criminal Code. However, criminal legislation related to pornography / 
cyber pornography, both within the scope of formulation policies (inconsistencies, 
ambiguities, or legal judgments may exist) or within the scope of judicial policy 
(multiple interpretations of statutory provisions are possible).  
This study aims to examine the regulation of pornography in Indonesian 
legislation and the application of criminal sanctions against pornography in 
decision number 82/Pid.Sus/2019/PN Slw. This type of research uses literature 
research with a normative juridical legal approach. The main data source is 
secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis with deductive 
thinking method.  
The results of this study concluded that the regulation of criminal acts in 
the legislation in Indonesia, namely the Criminal Code, Law No. 11 of 2008 
concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 
of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information 
and Electronic Transactions, and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. 
KUHP and UU ITE do not provide a limitation on the definition of pornography, 
while the pornography law clearly states the definition. The Pornography Law is 
the lex specialis (special law) of the UU ITE and the KUHP on pornography 
crimes through cyberspace (the internet). The application of criminal sanctions 
against the criminal act of pornography in decision number 82/Pid.Sus/2019/PN 
Slw. it is in accordance with the prevailing laws and regulations that the 
Defendant's actions are proven to have violated Article 29 jo. Article 4 paragraph 
(1) of Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning 
Pornography which is accused, the Defendant is legally and convincingly guilty of 
committing the Crime of "Pornography". Therefore, the defendant must be 
sentenced to a crime that is appropriate for his actions, namely in the form of 
imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 1,000,000,000, - (one billion 
rupiah) provided that if it is not paid then it is replaced by imprisonment for 6 
(six) months. As for the criminal sanctions that were decided to be lighter than 
those charged, namely 4 (four) years in prison with the consideration that the 
Defendant was polite and candid at trial, the Defendant admitted his actions, and 
the Defendant regretted and promised not to repeat his actions.  
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“Pornografi menceritakan kebohongan tentang wanita. Tapi pornografi 
mengatakan yang sebenarnya tentang pria.” 
 (John Stoltenberg) 
 
“A mistake is something that you did thinking it was right but it was wrong. A sin 
is something that you know is wrong.” 
(Kesalahan adalah sesuatu yang kamu pikir itu benar tapi ternyata salah. 
Sementara Dosa adalah sesuatu yang kamu tahu bahwa itu salah)  
 (Anwar al-Awlaki)  
 
“Jauhilah perbuatan dosa, karena itu menghancurkan hati, lakukanlah perbuatan 
baik karena itu mengundang ketenangan.”  
“Akhlak yang baik merupakan kebajikan, sedangkan apa saja yang membuat jiwa 
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A. Latar Belakang  
Kehidupan masyarakat atau bangsa senantiasa sejalan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Dinamika ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, 
selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi perkembangan dalam 
kehidupan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, 
dan budaya berlangsung demikian cepat, serta mengubah perilaku masyarakat 
dan peradaban manusia secara global. 
Proses globalisasi pada ujungnya mampu membawa seluruh manusia 
menjadi masyarakat global (global society), yang merupakan akibat nyata dari 
semakin majunya perbedaan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Hal ini memberikan 
pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia 
sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.  
Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat mengakibatkan 
meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Lambat laun, hal ini akan 




diri sebagai bangsa Indonesia, serta jauh dari norma susila dan norma agama 
yang dianutnya dan pornoaksi. Secara garis besar dalam wancana porno atau 
tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu 
pornografi, pornoaksi, pornosuara dan pornomedia.1 Pornografi yang sekarang 
ini mudah diakses dapat memberi contoh aktifitas seksual sesuai dengan 
adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak 
negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salah 
satunya kekerasan seksual. Pornografi merupakan bencana besar bagi setiap 
orang, ditambah lagi semakin banyak dan mudahnya internet yang dengan 
leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.2  
Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah kejahatan pornografi 
yang sering disebut cybersex.3 Selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi 
dan cybercrime menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak, sebanyak 
3.922 kasus. Terbanyak yaitu anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 
12.367 kasus. Diikuti keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 7.047 
kasus. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 
2017, dimana sebanyak 14 juta anak-anak sudah aktif di media sosial. Tentu 
kejahatan dan model kejahatan sudah berpindah ke dunia maya. Negara harus 
hadir memberi perlindungan kepada anak-anak tersebut.4  
                                                 
1 Burgin, Burhan, Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di 
Media Massa, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 124. 
2 Marpaung, Leden, Kejahatan terhadap Kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,     
hlm. 20. 
3 Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, Jogjakarta: 
Laks Bang Presindo, 2007, hlm. 66. 
4 https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-




Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan 
selama Januari hingga September 2020 telah menangani 1,3 juta konten 
negatif. Konten negatif itu didominasi pornografi hingga 1 juta lebih. Untuk 
tahun 2020 saja, konten negatif yang sudah ditangani itu 1,3 juta, yang 
tertinggi adalah mengenai pornografi (1.062.558). Menurut Sri, konten 
pornografi ini cukup memprihatinkan, sebab data dari UNICEF pada tahun 
2017 lalu terkait isu pornografi di sosial media mencapai 51,7 persen.5  
Kejahatan online (cybercrime) telah menjadi tren baru di banyak 
negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali 
menyebabkan siapapun dapat menjadi korban dari berbagai tindak pidana 
kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying 
dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman 
yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Keistimewaan yang 
dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi 
yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, 
termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.6 
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan 
dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
                                                 
5 Khoironi, Sri Cahaya, Kominfo Tangani 1 Juta Konten Pornografi selama Januari 
Hingga September. Online: (https://www.merdeka.com/peristiwa/kominfo-tangani-1-juta-lebih-
konten-pornografi-selama-januari-hingga-september.html, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, 
pukul 19.30 WIB. 
6 Hamzah, Andi & Suparni, Nuniek, Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, 




komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan 
atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” 
Sedangkan yang dimaksud tindak pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan 
yang Asusila dalam hal perhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang 
bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan 
di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.7 
Tindak pidana pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang 
sejak dahulu sampai sekarang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Tindak 
pidana ini berkembang pesat hingga menyentuh setiap lapisan masyarakat 
tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin 
mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya 
setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, handpone, buku 
bacaan dan lain sebagainya. Adanya undang-undang yang mengatur tentang 
pornografi merupakan suatu langkah pemerintah memberantas terjadinya 
tindak pidana pornografi tersebut. Pemerintah bahkan sudah membuat upaya 
lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebarluasan konten pornografi 
khususnya di media internet, dengan sistem Self filttering (penyaringan 
sendiri), dan filtering by design (penyaringan terstruktur), adanya system-
sistem tersebut upaya menyaring konten negatif yang tersebar di internet. 
                                                 
7 Chazawi, Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 




Meskipun telah dijelaskan adanya ketentuan dan sanksi untuk pelaku 
pornografi tidak memungkinkan masih adanya pelanggaran tersebut seperti 
kasus yang pernah di tangani oleh Pengadilan Negeri Slawi dalam 
putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw. Pada kasus tersebut Terdakwa 
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pornografi. Terdakwa bisa mengoperasikan komputer sekitar tahun 
2012 yaitu ketika bekerja sebagai photographer dan bias menggunakan 
internet melalui handphone sekitar tahun 2011 serta sekitar bulan September 
2018 Terdakwa membuat akun twitter @jefri12970538 dengan url: 
https://twitter.com/jefri12970538. Terdakwa dengan menggunakan handphone 
miliknya yaitu OPPO A37F warna Rose Gold, kemudian meregistrasikan akun 
twitter @jefri12970538 menggunakan nomor kartu As yaitu 082234765094 
yang menggunakan internet dengan paket kuota yang sekali pakai. 
Terdakwa mengetahui akun instagram milik saksi Isti Nurul yaitu 
@soraya_wedding, ada beberapa foto saksi Isti Nurul yang kemudian 
Terdakwa ambil dengan cara mengcapture foto saksi Isti Nurul kemudian 
disandingkan dengan foto seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal 
dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara serta kemaluannya yang 
kemudian Terdakwa upload melalui akun twitter atas nama Hendra dengan 
url: https://twitter.com/jefri12970538. Terdakwa mengirim dan membagikan 
foto saksi Isti Nurul yang menggunakan kerudung/hijab yang disandingkan 




payudara dan kemaluannya serta adanya kata-kata dalam postingan yang 
berbunyi: 
“Tante soraya Cari kepuasan WA 081318245456 Crot di muka #stwgendut” 
“Bunda soraya hiper hobby ngemut kontol gede berkulup fast chat 
081318245456” 
“Tante soraya pengen crot di muka sama brondong 081318245456” 
“Tante soraya jago mut kontol brondong 081318245456” 
“Bunda nung wa 081318245456 ari brondong buat simpanan, suami sibuk 
kerja di luar kota, Kontol gede bisa lama” 
 
Terdakwa dengan inisiatif sendiri melakukan pembuatan akun twitter 
@jefri12970538 dan memposting dengan caption tersebut mencantumkan 
nomor handphone saksi Isti Nurul yaitu 081318245456 dan motivasi 
Terdakwa karena dendam akibat adanya bentuk intimidasi dari pihak keluarga 
mantan suami saksi Sumarti kepada Terdakwa yaitu saudara Ibnu adalah 
kakak kandung saksi Isti Nurul serta tujuan Terdakwa adalah memberikan 
pelajaran kepada saksi Isti Nurul. Terdakwa telah menyebarluaskan foto saksi 
Isti Nurul yang disandingkan dengan foto seorang perempuan dalam keadaan 
telanjang dan terlihat payudara serta kemaluannya melalui melalui akun 
twitter atas nama Hendra dengan url: https://twitter.com/jefri12970538 adalah 
pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin. 
Saat ini telah lahir satuan rezim hukum baru yang dikenal dengan 
hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara 
internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum 




telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika, istilah lain yang juga 
digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), 
hukum dunia maya (virtual world law). 
Keberadaan pornografi/pornoaksi siber telah dirumuskan dalam 
perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan 
perundang undangan di luar KUHP. Walaupun demikian, perundang 
undangan pidana terkait dengan pornografi/pornoaksi siber, baik dalam 
lingkup kebijakan formulasi (dimungkinkan adanya ketidakkonsistenan, 
ketidaktegasan/ketidakjelasan, atau kevakiman hukum) ataupun dalam lingkup 
kebijakan yudisial (dimungkinkan adanya berbagai interpretasi terhadap 
ketentuan undang-undang). Oleh karena itu, hakekat keberadaan kebijakan 
formulasi dan kebijakan yudisial tidak lain yang diarahkan pada hakekat, 
realita, dan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dalam upaya 
penanggulangan pornografi di era siber. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pengaruh pornografi tidak 
sedikit yang menimbulkan efek yang besar sampai mengakibatkan perbuatan-
perbuatan pidana. Demikian besar efeknya bukan hanya mengakibatkan 
pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, 
sehingga penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem yang lebih berat dan 
tegas. Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana pornografi 
dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk 
membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis perlu 
merumuskan permasalahan penelitian. Rumusan masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam perundang-
undangan di Indonesia? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi 
pada putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pornografi dalam perundang-
undangan di Indonesia.  
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
pornografi pada putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 
pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun 
praktis. Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis maupun dari secara 
praktis, antara lain:  
1. Secara teoritis, menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya 




sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana untuk kajian 
studi dalam memperbaiki perundang-undangan pada perkembangan 
teknologi dalam hukum terutama menyangkut pornografi serta dapat 
dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman 
kepada masyarakat tentang hukum pidana pornografi dan sanksi hukum 
tindak pornografi sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi tindak 
pidana pornografi sebagai upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas 
penyebarluasan konten pornografi khususnya di media internet, serta 
bermanfaat bagi para pembuat undang-undang dan para aparat hukum 
untuk memberantas berbagai kejahatan yang bersifat pornografi. 
E. Tinjauan Pustaka  
Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan tindak pidana pornografi. 
1. Sinaga, Mukhlis, dan Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku 
Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, 
Oktober-Desember 2014:395-706).  
Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media 
massa, seperti koran, tabloid, film, buku, gambar/foto, bahkan tulisan 
materi sandiwara, lawak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 




kelemahan sistem pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pornografi 
dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Hasil penelitian menyimpulkan pertanggungjawaban pelaku tindak 
pidana pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi adalah merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan 
yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya 
kelalaian. Pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggung 
jawab tidak ditentukan dalam undang-undang pornografi ini, sehingga 
pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP Pasal 
44 untuk orang yang sakit ingatan, Pasal 45 untuk orang di bawah umur, 
dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45), serta melaksanakan 
undang-undang (Pasal 50). Kelemahan sistem pertanggungjawaban pelaku 
tindak pidana pornografi dalam undang-undang tersebut karena adanya 
tumpang tindih pengertian satu sama lainnya seperti pengertian 
memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, 
menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan.  
2. Sudjito, Majid, Sulistio, dan Ruslijanto, dalam penelitiannya tentang 
“Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, Wacana, Vol. 
19, No. 2, (2016:66-72).  
Fokus permasalahan penelitian adalah hakekat pengaturan tindak 
pidana Pornografi, realita putusan lembaga peradilan terhadap tindak 
pidana pornografi, dan pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya 




lingkup normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, 
kasus, dan konsep. Teknik pengumpulan data dengan identifikasi dan 
klasifikasi ketentuan hukum pornografi siber serta mengkaji berbagai 
literatur terkait. Analisis bahan hukum melalui substansi tentang 
pornografi siber serta asas asas hukum dan kebijakan hokum. 
Hasi penelitian ini disimpulkan bahwa hakekat pengaturan tindak 
pidana pornografi diarahkan pada nilai-nilai Pancasila dan ketahanan 
manusia secara mandiri sebagai anggota masyarakat secara bersama sama. 
Realita putusan lembaga peradilan, keseluruhan dasar pertimbangan hakim 
yang diarahkan pada melanggar norma agama, mempengaruhi nilai moral, 
akhlak, dan kepribadian generasi muda, merusak mental generasi muda; 
merusak moral anak bangsa, yang tersebar luas dan dapat diakses untuk 
dilihat/ditonton oleh siapapun.. Pengaturan tindak pidana pornografi dalam 
upaya penanggulangan pornografi era siber di Indonesia melalui kebijakan 
formulasi dan kebijakan yudisial dalam upaya perwujudan hakekat 
pengaturan tindak pidana pornografi/pornoaksi siber di Indonesia, yang 
diikuti dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberadaan 
asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan. 
3. Uneto, meneliti tentang “Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi”, Lex Crimen, Vol. VII, Vol. 7, Sept 2018:96-106.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 




penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi 
menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 
Metode penelitian hukum normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum lahirnya Undang-
Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penyiaran No. 
32 Tahun 2002, Undang-Undang Perfilman No. 8 tahun 1992, Undang-
Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999, dan Undang-Undang ITE No. 
11 Tahun 2008. Sedangkan pengaturan pornografi menurut Undang-
Undang No. 44 Tahun 2008 ada di atur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 
40 dan Pasal 41. 2. Proses penegakan hukum pidana pornografi 
berdasarkan Undang-Undang Pornografi berjalan tidak begitu efektif, 
faktor yang menghambat proses penegakan hukum pornografi antara lain: 
bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi disalahtafsirkan, masih 
terbatasnya jumlah dan pemahaman tentang teknologi informasi aparat 
dibandingkan dengan luasnya wilayah yang menjadi wilayah hukumnya, 
dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi masih rendah.  
4. Abbad, Din, dan Jauhari, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam 
Hukum Pidana Islam”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, 
Agustus, 2019:241-254. 
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan hukum serta alasan 




pidana Islam, penerapan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam, dan dampak positif dan 
negatif tindak pidana pornografi. Pornografi dilarang menurut hukum 
nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan 
mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari 
aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk dan kriteria dalam 
hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, 
akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya 
dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan 
sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak 
pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, dan qisas. 
5. Wiraguna, Dewi, dan Widyantara, melakukan penelitian tentang “Tindak 
Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi terhadap Anak Dibawah 
Umur”. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020:372-377.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum bagi anak 
yang menyebarkan konten pornografi dan pertimbangan hakim pada anak 
pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi. Penelitian ini bersifat 
normatif dengan menggunakan pendektan perundang-undangan dan 
perbandingan hukum. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik 




undang-undang terkait dalam permasalahan penelitian. Analisis bahan 
hukum dengan mendeskriftifkan bahan-bahan hukum mengenai 
perundang-undangan serta buku-buku dan menguraikan permasalahan 
yang dibahas. 
Berdasarkan penelitian yang diteliti disimpulkan bahwa akibat 
hukum pada tindak pidana penyebaran konten pornografi terhadap anak di 
bawah umur sangat berbeda dengan akibat dan sanksi pada orang yang 
telah telah dikatakan dewasa, yakni dari segi peradilan hukumnya dan 
acara pidana serta pada ancaman yang diberikan pada pelaku. Hukum 
Acara Tindak Pidana terhadap anak lebih mementingkan nasib anak dan 
masa depan anak untuk kemajuan bangsa, agar bisa menjadi generasi 
penerus bangsa di masa yang akan datang. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan anak di 
bawah umur merupakan alasan hakim sebagai pertimbangan hukum di 
dalam memutuskan diversi perkara anak. Agar hakim dalam menjalankan 
tugasnya dengan baik dan secara professional, tidak terlepas dari Undang-
undang Perlindungan Anak dan tidak membawa kasus anak ke dalam 
persidangan formal dan tidak melaksanakan persidangan di depan umum. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kepusatakaan (library 
research) yaitu penelitian yang kajiannya dilandaskan dengan menelaah dan 




laporan hasil penelitian terdahulu.8 Janis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-
buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari 
berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.9  
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 
kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah 
dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang 
telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil 
data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran 
serta pemahaman yang menyeluruh terkait tindak pidana pornografi. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis 
normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.10 
Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.11  
                                                 
8 Harahap, Nursapia, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, 
hlm. 68. 
9 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 31. 
10 Amiruddin dan Asikin, Zainal., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012, hal. 118. 
11 Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 




Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.12 
Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan 
penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif 
dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, 
pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang 
diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
pornografi pada putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw.  
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum 
yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan sukum sekunder atau 
studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini 
antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil 
penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.13 Sumber 
data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari 
data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma 
dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain 
sebagainya.14 
                                                 
12 Ibid., hal. 36. 
13 Sanusi, Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32. 
14 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 




a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.15 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, dan Undang-Undan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 208 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronika.  
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.16 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian terkait dengan tindak pidana pornografi, dan dokumen berupa 
Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.17 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana penyertaan.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.18 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
                                                 
15 Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 103. 
16 Ibid., hal. 103. 
17 Ibid., hal. 104. 




informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.19 
Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-data 
tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi 
tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 
5. Metode Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan 
melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara 
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 
tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 
hasil analisis.20 Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data 
yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut 
dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara 
mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang 
                                                 




selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan 
dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat 
kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 
ini. Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data 
dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general 
(umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).21 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi 
skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. 
Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan 
permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak 
pidana, tinjauan umum tentang sanksi pidana, dan tinjauan umum 
tentang pornografi. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan tentang pengaturan tindak pidana pornografi dalam 
perundang-undangan di Indonesia dan penerapan sanksi pidana 
                                                                                                                                     
20 Muhammad, Abdukadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 127. 




terhadap tindak pidana pornografi pada putusan nomor 
82/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
21 
BAB II 
TINJUAAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Hukum pidana merupakan suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu 
hukum pidana, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menggunakan istilah 
“strafbaarfeit”. Istilah “strafbaarfeit” terdiri atas tiga kata, yaitu straf berarti 
hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feit berarti tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 
peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.22 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.23  
Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari 
bahasa Latin yakni kata delictum. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan 
delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana menurut beberapa 
pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu: 
a. Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
                                                 
22 Widnyana,  I Made, Asas-Asas  Hukum Pidana,  Jakarta: Fikahati  Aneska, 2010,  
hlm. 32. 





b. Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan 
dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan 
pelakunya diancam dengan pidana.24 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat penulis 
simpulkan tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kesalahan disertai 
ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan 
tersebut. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang 
dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian 
dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain 
yang tidak dapat dipisahkan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang 
melawan hukum, orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas 
tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang 
disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang 
disebabkan karena kelalaian. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika 
seseorang dapat bertanggung jawab dalam artian sehat jasmani dan rohani.  
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh 
aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.25  
Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjekif dan unsur objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing 
unsur sebagai berikut: 
a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu 
sifat melanggar hokum, kualitas dari si pelaku (misalnya keadaan sebagai 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di 
dalam kejahatan pasal 398 KUHP), dan Kausalitas yaitu hubungan antara 
suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 
atau  yang   dihubungkan  dengan  diri  si  pelaku  dan  termasuk  di  dalam  
                                                 





hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud 
pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), macam-macam maksud 
(seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 
KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), perasaan 
takut (Pasal 308 KUHP), dan orang yang mampu bertanggung jawab.26 
Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk 
melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang 
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya 
sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat 
dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokan ke dalam 
beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. 
Pasal 55 KUHAP berbunyi: 
1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut 
melakukan perbuatan;  
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya 
 
Pasal 56 KUHAP berbunyi: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
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1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk 
melakukan kejahatan. 
 
Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, 
yaitu: a) yang melakukan perbuatan (plegen,deder), b) yang menyuruh 
melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke deder), c) yang turut serta 
melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), d) yang membujuk supaya 
perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), dan e) yang membantu perbuatam 
(medeplichting zijn, medeeplichtige).27 Di dalam peristiwa pidana yang dapat 
diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
atau sekelompok orang. 
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-
Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan 
itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hokum 
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.28 
Berdasarkan urian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan 
bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya niat dari diri pelaku sendiri, 
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adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, 
pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang 
perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Prasetyo membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi lima jenis, yaitu 
pelanggaran dan kejahatan, delik formal dan delik material, delik dolus dan 
delik culpa, delik commissionis dan delik omissionis, dan delik aduan dan 
delik biasa (bukan aduan).29 Adapun penjelasan dari masing-masing jenis 
tindak pidana sebagai berikut. 
a. Pelanggaran dan Kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh 
masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang 
menyebutkan sebagai delik. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar 
dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, 
perbuatann yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hokum 
dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam 
kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 
b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil). Delik formal adalah 
delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau 
dengan  perkataan  lain  titik  beratnya  berada  pada  perbuatan itu sendiri.  
                                                 





Tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya 
merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah 
Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 
(penyuapan). Sebaliknya jika delik materilal titik beratnya pada akibat 
yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, 
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah 
matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, 
dan sebagainya. 
c. Delik Dolus dan Delik Culpa. Dolus dan Culpa merupakan bentuk 
kesalahan yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Yang mana delik 
Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan 
kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-
kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya 
adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan masih banyak lagi. Sedangkan Delik 
Culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena 
kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa 
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahnya. 
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis. Pelanggaran hukum dapat 
berbentuk berbuat sesuatu yang dapat dilarang atau tidak berbuat sesuatu 
yang diharuskan (to commit = melakukan, to omit = meniadakan). Delik 
Commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat 




Sendangkan Delik Omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak 
dating menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak 
melaporkan adanya pemufakatan jahat). 
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan). Delik aduan (klachdelict) 
dalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan atas dasar adanya 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya 
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik ini tidak banyak 
terdapat didalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung 
dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untu perzinahan misalnya, 
yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat 
dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya 
hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative disini karena 
adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya 
pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)) 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklafikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan 
kehendak yang menklafikasikan atau mengkelompokan, yaitu menurut dasar 
apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Maka sesuai 
dengan pendapat Prasetyo jenis tindak pidana terbagi menjadi lima jenis, yaitu 
pelanggaran dan kejahatan, delik formal dan delik material, delik dolus dan 
delik culpa, delik commissionis dan delik omissionis, dan delik aduan dan 





B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana  
1. Pengertian Sanksi Pidana  
Sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan 
hukuman pidana.30 Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa 
Belanda, Sanctie. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti 
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi 
sanksi dapat berarti kontrol sosial.31 Sanksi adalah suatu langkah hukuman 
yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok. Dalam lingkup masyarakat kecil 
kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok 
yang bersalah. 
Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi 
kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau 
kepemilikan, sanksi pidana tujuanya adalah retributive atau menurut 
pandangan modern adalah adanya pencegahan. Sanksi mengandung inti 
berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran 
norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan 
dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat.32 
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan  atau  dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana  
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atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 
manusia itu sendiri.33 
Mencermati pengertian sanksi pidana, Ali menyimpulkan bahwa 
bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita 
kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan 
(perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan 
(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan 
sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.34  
2. Tujuan Sanksi Pidana  
Menurut Schwartz dan Skonlick, sanksi pidana dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang melakukan 
perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana, dan menyediakan 
saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.35 Tujuan pemidanaan 
adalah mencegah dilakukannya kejahatannya pada masa yang akan datang, 
tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari 
pidana, bahwa dalam kontes dikatakan penderitaan jahat menimpa 
dikarenakan oleh perbuatan jahat. 
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Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 
dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 
dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah 
satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana 
dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Pidana adalah reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 
negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi 
terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri 
atas penambahan penderitaan dengan sengaja. 
3. Macam-Macam Sanksi Pidana  
Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang 
paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang 
yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi 
ini bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana 
berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan.36 
Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat 
dilihat di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 
KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari: 
 
                                                 




a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1)  Pidana Mati, hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan 
tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena 
perbuatannya. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana (KUHP), 
merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan 
sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di 
dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan 
atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat 
serius dan berat.37 
2) Pidana Penjara, merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan 
atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan 
pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap 
perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada 
terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan 
bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk 
membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi 
anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa 
dan Negara.38 
3) Pidana Kurungan (Hechtenis), adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si 
terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 
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dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan 
kemerdekaan orang.39  
4) Pidana Denda, adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP 
apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, 
yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 
enam bulan. 
5) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini 
dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita 
Republik Indonesia Tahun II No. 24. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya 
sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih 
pada tempatnya.” Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur 
tersendiri dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 8. Dalam peraturan 
ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, 
antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.40 
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b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara 
tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 
sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di 
dalam Pasal 10 KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, pidana 
perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.41 
1) Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Vos, pencabutan hak-hak 
tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan 
pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua 
hal, antara lain tidak bersifat otomasis dan jangka waktu pencabutan 
hak oleh hakim. 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan 
merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas 
barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang. 
Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP.42 
3) Pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan 
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suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada 
seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap 
si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.43 
Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP. 
C. Tinjauan Umum tentang Pornografi 
1. Pengertian Pornografi  
Secara harafiah pornografi beradal dari bahasa Yunani pornographia 
adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur. Istilah pornografi kadang 
kala disingkat menjadi porn, pr0n, atau porno adalah penggambaran tubuh 
manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan 
tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari 
erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari 
erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme.44  
Pornografi pengertian aslinya, pornografi secara harfiah berarti 
"tulisan tentang pelacur", dari akar kata Yunani klasik "πορνη" (porne) dan 
"γραφειν" (graphein). Mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah 
berarti '(sesuatu yang) dijual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk 
orang-orang yang mencatat "pornoai", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang  
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mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani Kuno. Pada masa modern, istilah 
ini diambil oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-
orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 
abad ke-19 menerbitkan risalah-risalah yang mempelajari pelacuran dan 
mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan 
makna ini dalam Oxford English Dictionari hingga 1905.45 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kamus versi online 
mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis 
dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan 
yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu 
berahi dalam seks.46 Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks 
tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk 
animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-
sengal. Film Porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang 
diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah sering kali 
menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan 
teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun 
dapat disebut porno. Berikut ini beberapa definisi pornografi yang 
dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif: 
a. H.B Yassin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau 
digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi 
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membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-
daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. 
b. Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja 
disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia 
bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, 
bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam 
kehidupan seksual manusia.  
c. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan 
dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara 
terbuka kepada umum.  
d. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi 
pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan 
rangsangan seks.  
e. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan 
pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.47  
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 
ayat (1) menjelaskan definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukkan dimuka umum yang membuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
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Istilah pornografi belakangan ini digunakan untuk publikasi segala 
sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau 
tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut 
dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang 
istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis 
maupun grafis. Istilah pornografi sering kali mengandung konotasi negatif dan 
bernilai seni yang rendahan, dibandingkan dengan erotika yang sifatnya lebih 
terhormat. Istilah eufemistik seperti misalnya film dewasa dan video dewasa 
biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi dapat 
didefinisikan sebagai tulisan, gambar atau rekaman tentang seksualitas yang 
tidak bermoral, menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan 
dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual orang yang melihat atau 
membacanya. Hal ini berarti pornografi tidak hanya berupa video atau film 
tetapi juga dapat berupa gambar dan tulisan, seperti komik, novel dan 
majalah.Pornografi merupakan materi yang menciptakan atau memunculkan 
perasaan atau pikiran seksual dan berisi gambar terbuka atau deskripsi dari 
tindakan seksual yang melibatkan alat kelamin misalnya hubungan vagina 
atau anal, oral seks, masturbasi dan sebagainya. Pornografi memberikan 







2. Dasar-Dasar Pornografi  
Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 tentang Pornografi Bab II mengenai “Larangan Dan 
Pembatasan” Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, yaitu:  
Pasal 4 berbunyi: 
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit memuat:  
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. Kekerasan seksual;  
c. Masturbasi atau onani;  
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  
e. Alat kelamin; atau  
f. Pornografi anak. 
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  
a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan;  
b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;  
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau  
d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak 
langsung layanan seksual. 
  
Pasal 5 berbunyi: 
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).  
 
Pasal 6 berbunyi: 
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 
memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 7 berbunyi:  
Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana 







Pasal 8 berbunyi:  
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi 
objek atau model yang mengandung muatan pornografi.  
 
Pasal 9 berbunyi: 
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi.  
 
Pasal 10 berbunyi: 
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam 
pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.  
 
Pasal 11 berbunyi: 
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau 
Pasal 10.  
 
Pasal 12 berbunyi: 
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan 
produk atau jasa pornografi.  
 
Pasal 13 berbunyi: 
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat 
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan 
pada peraturan perundang-undangan.  
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara 
khusus. 
 
Pasal 14 berbunyi: 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan 
kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan 
Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “Pencegahan” 
dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kesatu mengenai “Peran 




Masyarakat” dalam Pasal 20-22. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai 
berikut: 
Pasal 17 berbunyi:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.  
 
Pasal 18 berbunyi:  
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Pemerintah berwenang: a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan 
penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran 
pornografi melalui internet; b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, 
penyebarluasan,. Dan penggunaan pornografi; dan c. Melakukan kerjasama 
dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar 
negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi.  
 
Pasal 19 berbunyi:  
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Pemerintah daerah berwenang:  
a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk 
pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui 
internet di wilayahnya;  
b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi di wilayahnya;  
c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di 
wilayahnya; dan  
d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka 
pencegahan pornografi di wilayahnya.  
 
Pasal 20 berbunyi:  
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 
 
Pasal 21 berbunyi:  
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat 
dilakukan dengan cara:  
a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;  
b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;  
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 




d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan 
dampak pornografi. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 22 berbunyi:  
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf a, berhak mendapat perlindungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang pada 
awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, 
memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) 
dalam Pasal 1 angka (1), dan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan 
hukuman dalam Pasal 36 undang-undang tersebut. Rasio dimuatnya larangan 
dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut. 
Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai 
unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang. Misalnya opium, 
sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin. Jika pembuatan heroin 
dilarang, maka tentu opium sebagai bahan utama pembuatan heroin juga 
dilarang diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan. Tetapi jika opium itu 
digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu berdasarkan 
alasan ilmiah dalam ilmu kedokteran untuk menyelamatkan nyawa seorang, 
misal ketika seorang harus menjalankan operasi anggota tubuhnya, maka 
penggunaan opium untuk tujuan anestesi tentu diperbolehkan.48 
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Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena 
berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam 
Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak 
pidana pornografi dan hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti 
peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, 
perlindungan anak. Pemusnahan produk pornografi, dan lain-lain.  
Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ditentukan dalam 
Pasal 2 berbunyi “Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, 
kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”. 
Asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu:  
a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, 
b. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,  
c. Asas kebhinnekaan,  
d. Asas kepastian hukum,  
e. Asas nondiskriminasi, dan  
f. Asas perlindungan terhadap warga negara.49 
3. Unsur-Unsur Pornografi  
Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum pidana (KUHP) tentangkejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam 
Pasal 281-283 dan 532-533 tentang pelanggaran kesusilaan. 
                                                 




Pasal 281 berbunyi: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
(1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;  
(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ 
bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 
 
Pasal 282 berbunyi: 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar 
kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 
gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 
surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa 
diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam 
bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun 
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 
surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, 
diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, 
gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.  
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama 
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh 
puluh lima ribu rupiah.  
 
Pasal 283 berbunyi: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, 
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan 
atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan 
kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, 




(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan 
yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa 
sebagaimana dimaksuddalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah 
diketahuinya.  
(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana 
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus 
maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, 
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat 
untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang 
belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan 
kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang 
melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau 
menggugurkan kehamilan. 
 
Pasal 532 berbunyi: 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda 
paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:  
(1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar 
kesusilaan;  
(2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar 
kesusilaan;  
(3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan 
atau gambaran yang melanggar kesusilaan.  
 
Pasal 533 berbunyi: 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda 
paling banyak tiga ribu rupiah:  
1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan 
mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi 
yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi para remaja;  
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan 
memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi 
para remaja; 
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu 
tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para 
remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan 
tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang 
dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja; 
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, 




5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang 
yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. 
 
Berdasarkan perumusan tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat 
(1) dan (2) tersebut didapatkan adanya unsur-unsur dari tindak pidana 
pornografi, antara lain: 
a. Unsur objektif. 
Ayat (1) dan (2) mempunyai unsur-unsur objektif yang sama yaitu: 
1) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.  
2) Di muka umum. 
3) Tulisan, gambar atau benda. 
4) Membuat, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, mempunyai 
persediaan tulisan, gambaran atau benda untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan. 
5) Dengan terang-terangan. 
6) Tidak atas permintaan orang. 
7) Melanggar kesusilaan.  
b. Unsur subjektif. 
Ayat (1) dan (2) mempunyai unsur subjektif yang berbeda:  
1) Ayat (1) memuat unsur dolus atau sengaja yang terlihat dalam 
rumusannya dengan memakai kalimat “yang diketahuinya” 
2) Ayat (2) memuat unsur culpa atau kelalaian yang terlihat dalam 
rumusannya dengan memakai kalimat “dapat menyangka”. 
Dari perumusan tindak pidana pornografi dalam KUHP tersebut di atas 




ayat (1) merupakan delict dolus sedangkan tindak pidana pornografi dalam 
konteks Pasal 282 ayat (2) merupakan colpus delict.50 Tindak pidana 
pornografi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 281-283 dan 532-533, secara umum mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283). 
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau 
merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533). 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan 
pidana pornografi, orang tesebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur 
dari tiindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282-283 dan 532-
533 KUHP dan juga tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam 
Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 4-14 
tentang larangan dan pembatasan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Perundang-Undangan di 
Indonesia 
Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. 
Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi 
berasal dari kosakata Yunani porne dan graphien. Porne barati pelacur dan 
graphien berarti ungkapan.51 Pornografi secara umum dapat dikatakan sebagai 
penggambaran tingkah laku yang secara erotis dengan lukisan atau tulisan 
untuk membangkitkan birahi, namun juga dapat diartikan sebagai bahan 
bacaan yang dengan senagaja dan semata-mata dirancang membangkitkan 
nafsu birahi.  
Pornografi diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, 
antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat 
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi. Berikut uraian pengaturan pornografi 
dalam perundang-undangan di Indonesia. 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
KUHP tidak mengenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, di dalam 
KUHP ada pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 281-
283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. KUHP yang berlaku saat 
ini tidak menggunakan istilah tindak pidana pornografi untuk perbuatan-
perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi, tetapi 
menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusilaan.  
Kata pornografi pada umumnya sebagai istilah menunjuk pada tulisan, 
gambar atau benda yang melanggar kesusilan atau tulisan gambar atau benda 
yang mampu membangkitkan/merangsang birahi. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan 
pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian 
integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Berdasarkan rumusan Pasal 
281-283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dapat 
dikualifikasikan jenis kejahatan pornografi sebagai berikut: 
1. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, 
gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, 
atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum (Pasal 281 ayat (1)); 
2. membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak kesusilaan 
pen), memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya 




3. dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 
menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (Pasal 282 
ayat (1)); 
Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah 
pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek 
tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan 
kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tidak perlu 
mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh-
sungguh untuk menduga, bahwa obyek tulisan, gambar, atau benda 
tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan (Pasal 282 ayat (2)). 
4. melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai 
pencaharian atau kebiasaan (Pasal 282 ayat (3)). 
5. menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang 
melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 
kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi 
tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya (Pasal 283 ayat 
(1)). 
6. membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang 
belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi 




Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah 
pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek 
tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan 
kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu 
mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan kuat baginya 
untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan 
kehamilan. 
Dari kualifikasik jenis kejahatan pornografi rumusan Pasal 281-283 
KUHP terkait kejahatan terhadap kesusilaan, dapat diuraikan jenis dan 
kualifikasi pelanggaran pornografi dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 532 
dan Pasal 533 KUHP, antara lain: 
1. di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, 
2. di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, 
3. di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau 
gambaran yang melanggar kesusilaan, 
4. di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memper 
tunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang 
dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan 
nafsu birahi para remaja, 
5. di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memper 





6. secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, 
gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja 
maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa 
diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat 
membangkitkan nafsu birahi para remaja, 
7. menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, 
pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun, dan 
8. memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum 
dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. 
Pelanggaran nomor 1-3 merupakan pelanggaran tindak pidana 
pornografi Pasal 532 KUHP, sedangkan pelanggaran nomor 4-8 merupakan 
pelanggaran tindak pidana pornografi Pasal 533 KUHP. Teori hukum pidana 
mengenal dua cara perumusan delik, yakni delik formal dan delik material. 
Pada delik formal yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta 
hal/keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Kedua, 
delik material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga 
merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang 
tersebut. Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu 
pasal jika terpenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang 
ditimbulkannya (voltooid).52 
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Melalui dua cara perumusan pasal tindak pidana tersebut, pada 
akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakan hukumnya. Pasal-pasal 
dalam tindak pidana kesusilaan di KUHP menunjukkan hanya dalam Pasal 
533 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang mengindikasikan rumusan deliknya 
berupa delik material. Sedangkan mengenai kualifikasi perbuatan, perbedaan 
mendasar kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran pornografi, 
khususnya antara Pasal 282 dengan Pasal 533 adalah mengenai rumusan 
“menyerang/melanggar perasaan kesusilaan” dan rumusan “membangkitkan/ 
menimbulkan nafsu birahi para remaja”. 
Berbeda halnya dengan pasal 281 KUHP, unsur “sengaja” merupakan 
syarat mutlak sebuah perbuatan untuk dimasukkan sebagai tindak pidana yang 
merusak kesusilaan umum. Dalam pasal 281 merupakan pasal yang mungkin 
dapat dibandingkan dengan pornoaksi yang dimaksud oleh pencetus rumusan 
pornoaksi. Dalam konstruksi tindak pidana KUHP pasal 281 dikenal kejahatan 
merusak kesusilaan di hadapan umum. Perbuatan yang merusak kesusilaan 
adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan 
yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh 
segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang 
tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. 
Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-
perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud 




tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat 
perbuatan itu telah terjadi secara sempurna). 
Mengenai tindak pidana kesusilaan KUHP menunjukkan sikap yang 
agak restriktif dengan menciptakan suatu karya legislatif dalam lapangan yang 
tidak lebih dari yang diperlukan. Hal ini tercermin dengan tidak mudahnya 
akan menjadikan suatu perbuatan yang tercela menjadi suatu delik yang dapat 
dipidanakan. KUHP dalam hal ini mengikuti Code Penal Perancis yang 
mengadakan pembatasan secukupnya terhadap delik-delik mengenai 
kesusilaan. Dengan mengurai konsep kejahatan yang merusak kesusilaan 
umum, dapat dilihat mengenai rumusan pornoaksi yang berkembang akhir-
akhir ini cenderung kabur jika ditransformasikan dalam kontruksi tindak 
pidana dalam KUHP mengingat sifat perbuatannya yang abstrak dan sulitnya 
memberikan limitasi definitif yang kongkrit serta implementatif. Pengertian 
kesusilaan yang dimuat KUHP sangatlah luas dan belum ada penjelasan 
khusus mengenai ruang lingkup tindak pidana pornografi. 
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) 
Tindak pidana pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang 
sejak dahulu sampai sekarang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Tindak 
pidana ini berkembang pesat hingga menyentuh setiap lapisan masyarakat 
tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin 
mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya 




bacaan dan lain sebagainya. Untuk mencegah dan memberantas penyebaran 
pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan 
perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam 
bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  
Ketentuan UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, 
tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (1) berbunyi 
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan”. UU ITE merupakan peraturan hukum pidana di luar KUHP yang 
dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya 
(cyberporn). Ketentuan terkait tindak pidana cyberporn diatur dalam Pasal 27 
ayat (1), dengan bentuk perbuatannya, antara lain: mendistribusikan, 
mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, 
seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar 
kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. 
Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tesebut apakah 
keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada 
umumnya ataukah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah 




UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.53 Dalam 
pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan 
pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.54 
Sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti 
dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini menggunakan kata ’dapat diaksesnya’, yang 
berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan 
terkena sanksi pidana.  
UU ITE juga mengatur larangan mengubah atau memanipulasi 
informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar 
dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti 
foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil 
(seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan 
yang dilarang dalam UU ITE terkait dengan Pasal 35 yaitu ”Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 
otentik.”  
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Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak duabelas miliar 
rupiah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yaitu ”Setiap 
orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.  
UU ITE juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan 
perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk 
memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan 
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) UU ITE. Sanksi dari orang 
yang melanggar pasal tersebut terdapat dalam bunyi Pasal 50 UU ITE yang 
berbunyi ”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar 
rupiah)”. Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas 
berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak 
file-file pornografidalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat 
disebarluaskan. 
Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan 
kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan 




sengaja”.55 Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang 
dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan 
hukum”.56 Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila 
dikaitkan dengan tindak pidana computer adalah “tanpa memiliki 
kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin”.57  
Suharyanto berbeda pendapat dengan pendapat Sutan tersebut, karena 
jika diartikan “tanpa hak” atau “tanpa wewenang/memperoleh izin”, maka 
akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang 
berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik? Jika demikian perlu ditegaskan 
juga siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut. Dalam 
hal ini UU ITE tidak menjelaskannya. Oleh karena itu, menurut Budi akan 
lebih baik jika kata “tanpa hak” diartikan sebagai “melawan hukum”.58 
UU ITE menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. 
Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan 
frasa “... dan/atau..., yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal 
atau secara keduanya. Jenis sanksi pidana (strafsoort) ada dua jenis, yaitu 
pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana 
penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang 
perseorangan maupun korporasi. 
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Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam UU ITE adalah 
sistem maksimum khusus, yaitu:  
(1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai 
dengan 12 (dua belas) tahun;  
(2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas imiliar 
rupiah).  
Seperti halnya dalam KUHP, UU ITE juga tidak memuat definisi 
tentang pornografi, namun dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang dapat 
menjerat kejahatan pornografi di dunia maya. Kemudian dalam Pasal 53 UU 
ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada 
sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU 
ITE tersebut. 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih jelas 
memberikan definisi mengenai pornografi dibandingkan kedua undang-
undang yang sebelumnya di bahas. Pornografi dalam Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi didefinisikan 
sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 




Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di 
internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut 
dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 yaitu:  
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar. 
 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab 
VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan 
pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku 
pornografi di dunia maya (cyberporn), khususnya pada menyiarkan, 
mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang 
dilakukan melalui media sosial berbasis live streaming video, seperti Pasal 29, 
Pasal 30, Pasal 34, Pasal36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:  
Pasal 29 : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi;  
Pasal 30 : menyediakan jasa pornografi;  
Pasal 34 : menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;  
Pasal 36 : mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di 
muka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi 




Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci 
tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun 
menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan 
pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarana adalah “... melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum ..., 
maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis live streaming 
video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran 
pornografi.  
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan 
sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif, hal ini dapat dilihat dengan 
adanya rumusan “...dan/atau...” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 
dan 38 Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang 
mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. 
Sementara jenis sanksi pidana ada 2 jenis, yaitu pidana penjara dan pidana 
denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis 
kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. 
Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang 
Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:  
(1) untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 
tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun;  
(2) untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu 




rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah)  
Selanjutnya Ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 
Undang-Undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum 
khusus, yaitu: 
(1) maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 
tahun;  
(2) maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa pada saat 
Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan 
yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Pornografi ini. 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengaturan tindak pidana dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu 
KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik disingkat (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. KUHP dan 
UU ITE tidak memberikan batasan tentang definisi pornografi, sedangkan 




Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan 
pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 
KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet 
karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU 
Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang 
mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya 
bias saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU 
Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja. 
UU Pornografi adalah lex specialis (hukum yang khusus) dari UU ITE 
dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui dunia maya (internet). 
Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar 
kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Ketiga undang-
undang tersebut tidak ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan 
pornografi di dunia maya khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. 
Sebaliknya, ketiganya justru saling melengkapi. Batasan atau pengertian 
pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pronografi di 
internet diatur dalam UU ITE. 
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi pada 
Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw 
Seperti yang telah diketahui bahwa sanksi pidana dapat diartikan 
dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, 




KUHP mengatur sanksi pidana atau ancaman pidana terhadap 
kualifikasi pelanggaran pornografi yaitu pada Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP. 
Tindak pidana pornografi dalam KUHP dijerat dengan konsep kejahatan yang 
merusak kesusilaan umum. Dilihat mengenai rumusan pornoaksi yang 
berkembang akhir-akhir ini cenderung kabur jika ditransformasikan dalam 
kontruksi tindak pidana dalam KUHP mengingat sifat perbuatannya yang 
abstrak dan sulitnya memberikan limitasi definitif yang kongkrit serta 
implementatif. Pengertian kesusilaan yang dimuat KUHP sangatlah luas dan 
belum ada penjelasan khusus mengenai ruang lingkup tindak pidana 
pornografi. 
Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi dalam UU ITE 
menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan 
ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa “... 
dan/atau..., yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau 
secara keduanya. Jenis sanksi pidana (strafsoort) ada dua jenis, yaitu pidana 
pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana 
penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang 
perseorangan maupun korporasi. Seperti halnya dalam KUHP, UU ITE juga 
tidak memuat definisi tentang pornografi, namun dalam UU ini terdapat pasal-
pasal yang dapat menjerat kejahatan pornografi di dunia maya.  
Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 
tahun 2008 Bab VII mengenai “Ketentuan Pidana” Pasal 29 sampai dengan 




sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya rumusan “...dan/atau...” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 
dan 38 Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang 
mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. 
Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana 
denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis 
kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. 
Pada penelitian ini fokus kajian untuk mengetahui penerapan sanksi 
pidana terhadap tindak pidana pornografi pada putusan nomor 82/Pid.Sus/ 
2019/PN Slw. Sebelum lebih jauh membahas hal tersebut, maka terlebih 
dahulu penulis uraikan kasus posisi dalam perkara tersebut. Pada kasus 
tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pornografi. Terdakwa bisa mengoperasikan 
komputer sekitar tahun 2012 yaitu ketika bekerja sebagai photographer dan 
bias menggunakan internet melalui handphone sekitar tahun 2011 serta sekitar 
bulan September 2018 Terdakwa membuat akun twitter @jefri12970538 
dengan url:https://twitter.com/jefri12970538. Terdakwa dengan menggunakan 
handphone miliknya yaitu OPPO A37F warna Rose Gold, kemudian 
meregistrasikan akun twitter @jefri12970538 menggunakan nomor kartu As 
yaitu 082234765094 yang menggunakan internet dengan paket kuota yang 
sekali pakai. 
Terdakwa mengetahui akun instagram milik saksi Isti Nurul yaitu 




Terdakwa ambil dengan cara mengcapture foto saksi Isti Nurul kemudian 
disandingkan dengan foto seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal 
dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara serta kemaluannya yang 
kemudian Terdakwa upload melalui akun twitter atas nama Hendra dengan 
url: https://twitter.com/jefri12970538. Terdakwa mengirim dan membagikan 
foto saksi Isti Nurul yang menggunakan kerudung/hijab yang disandingkan 
dengan foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan terlihat 
payudara dan kemaluannya serta adanya kata-kata dalam postingan yang 
berbunyi: 
“Tante soraya Cari kepuasan WA 081318245456 Crot di muka #stwgendut” 
“Bunda soraya hiper hobby ngemut kontol gede berkulup fast chat 
081318245456” 
“Tante soraya pengen crot di muka sama brondong 081318245456” 
“Tante soraya jago mut kontol brondong 081318245456” 
“Bunda nung wa 081318245456 ari brondong buat simpanan, suami sibuk 
kerja di luar kota, Kontol gede bisa lama” 
 
Terdakwa dengan inisiatif sendiri melakukan pembuatan akun twitter 
@jefri12970538 dan memposting dengan caption tersebut mencantumkan 
nomor handphone saksi Isti Nurul yaitu 081318245456 dan motivasi 
Terdakwa karena dendam akibat adanya bentuk intimidasi dari pihak keluarga 
mantan suami saksi Sumarti kepada Terdakwa yaitu saudara Ibnu adalah 
kakak kandung saksi Isti Nurul serta tujuan Terdakwa adalah memberikan 
pelajaran kepada saksi Isti Nurul. Terdakwa telah menyebarluaskan foto saksi 
Isti Nurul yang disandingkan dengan foto seorang perempuan dalam keadaan 
telanjang dan terlihat payudara serta kemaluannya melalui melalui akun 




pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin. 
Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 
236-XI-2018-SIBER, tanggal 04 Februari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan 
Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 70-III-2019-SIBER, tanggal 14 
Meii 2019, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh: 
1. Aditya Cahya, S.Kom., Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 84021490, Pemeriksa 
Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse 
Kriminal Polri; 
2. Adi Setya, S.Kom., Inspektur Satu Polisi, Nrp. 87041681, Pemeriksa 
Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse 
Kriminal Polri. 
3. Herman Feransiskus, S.H., Inspektur Dua Polisi, Nrp. 86120025, 
Pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan 
Reserse Kriminal Polri.  
Atas nama Direktur Tindak Pidana Siber, Kasubdit III, Kurniadi, S.H., 
S.I.K., M.Si., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 70012116, dengan Analisa Hasil 
Pemeriksaan : 
1. Pemeriksaan 236-XI-2018-Siber_01: 1 (satu) buah flash disk merek 
sandisk warna merah hitam hasil eksport percakapan wa akun twitter 
hendra kapasitas 32 gb, ditemukan data/file dengan ekstensi “jpg” dan 




2. Pemeriksaan 70-III-2019-Siber_01: 1 (satu) unit handphone merek Oppo 
A37 warna gold imei 864878035099872, ditemukan data-data, sebagai 
berikut : 
a. Ditemukan akun instagram dengan nama “rias_cantik_zativa” yang 
terkoneksi pada handset; 
b. Ditemukan Whatsapp yang terkoneksi pada handset; 
c. Ditemukan kontak dengan nama “adinekunyuke” dengan 
menggunakan nomor “082234765094” yang tersimpan pada handset; 
d. Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi Whatsapp. 
3. Pemeriksaan 70-III-2019-Siber_07: 1 (satu) keeping dvd-r merek sony 
kapasitas 4,7 gb bertuliskan akun twitter Hendra, ditemukan data-data, 
sebagai berikut : 
a. Ditemukan folder dengan nama “103798106796716032_770d37_ 
f98bca9b0373b4eaa313512d0b784f1050 yang merupakan hasil 
eksport akun twitter dengan nama akun “@jefri12970538”. 
b. Ditemukan postingan pada akun twitter dengan nama akun 
“@jefri12970538”. 
Terdakwa telah menyebarluaskan foto saksi Isti Nurul yang 
disandingkan dengan foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan 
terlihat payudara serta kemaluannya melalui melalui akun twitter atas nama 
Hendra dengan url: https://twitter.com/jefri12970538 adalah pornografi yang 
secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 




Perbuatan Terdakwa juga telah mengirim dan membagikan nomor 
handphone dan foto saksi Isti Nurul yang menggunakan kerudung/hijab yang 
disandingkan dengan foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan 
terlihat payudara dan kemaluannya serta adanya kata-kata dalam postingan 
tersebut, mengakibatkan saksi Isti Nurul seolah-olah adalah perempuan 
panggilan yang dapat melayani hubungan seksual dengan laki-laki sehingga 
banyak chat masuk melalui Whatsapp ke nomor saksi Isti Nurul, mulai dari 
ingin berkenalan sampai dengan mengajak video call sex (vcs) dan foto 
seorang perempuan dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara dan 
kemaluannya tersebut yang diposting melalui akun twitter atas nama Hendra 
dengan url: https://twitter.com/jefri12970538 adalah dokumen elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi Isti Nurul. 
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk 
alternatif yaitu melanggar Pasal: 
1. Kesatu: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
2. Kedua: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di 
persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ada korelasi, 




intinya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan itu dengan inisiatif sendiri 
dan tidak ada bantuan dari pihak lain dalam melakukan pembuatan akun 
twitter @jefri 12970538, dan dalam membuat postingan dengan caption yang 
mengandung konten pornografi dan atau penghinaan dan pencemaran nama 
baik melalui akun twitter @jefri 12970538, dengan mencantumkan no HP 
Saksi Isti Nurul yaitu 081318245456. Motivasi Terdakwa adalah karena 
dendam akibat adanya bentuk intimidasi dari pihak keluarga mantan suami 
dari Saksi Sumarti Hartati kepada Terdakwa, yang mana mantan suami Saksi 
Sumarti Hartati tersebut adalah Kakak Kandung dari Saksi Isti Nurul. Bentuk 
intimidasi yang Terdakwa maksud adalah ancaman melalui sms ke nomor 
pribadi Terdakwa, contoh isi ancamannya menakut-nakuti Terdakwa 
“bajingan” “banci” “akan saya bawa preman-preman”, supaya Terdakwa 
menjauh dari Saksi Sumarti Hartati yang pada saat itu masih menjadi Istri dari 
Sdr. IBNU selaku Kakak Kandung dari Saksi Isti Nurul dan saat itu seingat 
Terdakwa Saksi Sumarti Hartati sedang menjalani proses perceraian. 
Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk 
memberikan pelajaran kepada Saksi Isti Nurul karena selama ini Terdakwa 
melihat komentar-komentar yang tidak pantas yang diterima oleh Terdakwa 
ataupun Saksi Sumarti via DM instagram pribadi Terdakwa @masalexander 
photographi dan DM instagram milik Saksi Sumarti serta pada kolom 
komentar, Saksi Isti Nurul menggunakan akun instagram @soraya_wedding.  
Foto-foto yang Terdakwa sebarkan adalah foto-foto Saksi Isti Nurul 




yang menunjukkan ketelanjangan yang Terdakwa sebarkan ke publik melalui 
media akun twitter @jefri 12970538 dengan url: https://twitter.com/jefri 
12970538 yang Terdakwa buat adalah bukan foto Saksi Isti Nurul, namun foto 
yang menggunakan pakaian adalah foto Saksi Isti Nurul. Terdakwa 
mendapatkan foto Saksi Isti Nurul dari instagram miliknya yaitu 
@soraya_wedding dan untuk foto-foto pornografi Terdakwa dapatkan dengan 
melakukan pencarian gambar di twitter, yang pada intinya adalah gambar 
orang telanjang, kemudian Terdakwa capture-capture, proses edit 
menggunakan aplikasi android seperti “foto layout”, kemudian Terdakwa 
posting akun twitter @jefri 12970538 dengan url: Https://twitter.com/jefri 
12970538 yang Terdakwa buat. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyebarkan foto-foto 
yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan menggunakan 
internet pada handphone milik Terdakwa yaitu OPPO A37F warna rose gold. 
Terdakwa menyebarkan foto-foto yang mengandung unsur pornografi atau 
melanggar kesusilaan tersebut melalui akun twitter @jefri 12970538 dengan 
url: https://twitter.com/jefri12970538. Ahli Pornografi foto-foto yang dipasang 
pada akun twitter dengan nama akun Hendra (@Jefri12970538) yang disertai 
caption seperti yang telah diuraikan di atas merupakan Produk Pornografi 
berupa foto yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan dan/atau memperlihatkan alat kelamin sesuai 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 




telah dihina dan dirusak nama baik dan usaha perias yang Saksi Isti Nurul 
jalani. 
Penerapan sanksi pidana pada perkara nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw, 
Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat 
memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Oleh karena, Terdakwa 
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu 
melanggar Pasal: 
1. Kesatu: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
2. Kedua: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka 
Majelis hakim akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang 
dianggap bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Majelis 
Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 29 jo. 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 




memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang 
secara eksplisit memuat:  
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. kekerasan seksual;  
c. masturbasi atau onani;  
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  
e. alat kelamin; atau  
f. pornografi anak. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan-
pertimbangan hakim, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) 
telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena Terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa 
pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar 
putusan ini. Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara 
ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan 
ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang 
status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak 
terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka 




Berdasarkan pembahasan di atas, Terdakwa melanggar Pasal 29 jo. 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Ketentuan ini terlihat jelas adanya penegasan berkaitan 
mengenai subyek hukum, yaitu “setiap orang” (unsur Subyektif). Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah: memproduksi, 
membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 
atau menyediakan segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa 
pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi adalah; 
1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Yang 
dimaksud dengan menyimpang tersebut bukan hanya persenggamaan 
secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau 
aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, 
lesbian, dan homoseksual. 
2. Kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan ‖kekerasan seksual‖ antara lain 
persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) 
atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. 
3. Masturbasi atau onani. Proses keluarnya sprema melalui media tangan.  
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang 
dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi 
seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan 
alat kelamin secara eksplisit. 




6. Pornografi anak.Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang 
melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau 
bersikap seperti anak.59 
Di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Mohamad 
Solekhudin Alias Ale Bin Slamet Riyadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, 
dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam 
Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga 
tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan 
sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah 
terpenuhi menurut hukum. 
Menurut KBBI arti dari kata telanjang ialah tidak berpakaian dan foto-
foto yang Terdakwa sebarluaskan melalui akun twitter Hendra @jefri 
12970538 dengan url: https://twitter.com/jefri 12970538 ialah foto-foto Saksi 
Isti Nurulyang menggunakan kerudung/hijab yang kemudian oleh Terdakwa 
sandingkan dengan foto seseorang perempuan yang tidak Saksi Isti Nurul 
kenal dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara dan kemaluannya 
sehinggafoto-foto tersebut menunjukkan ketelanjangan. 
Terdakwa mendapatkan foto Saksi Isti Nurul dari instagram milik 
Saksi Isti Nurul yaitu @soraya_wedding dan untuk foto-foto pornografi 
Terdakwa dapatkan dengan melakukan pencarian gambar di twitter, yang pada 
intinya adalah gambar orang telanjang, kemudian Terdakwa simpan (capture), 
proses edit menggunakan aplikasi android yaitu foto layout, kemudian 
                                                 




Terdakwa posting melalui akun twitter Hendra @jefri 12970538 dengan url: 
https://twitter.com/jefri 12970538 yang Terdakwa buat. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia arti dari kata membuat ialah menciptakan, menjadikan, 
menghasilkan. Proses edit menggunakan aplikasi android foto layout yang 
dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menciptakan foto-foto Saksi Isti 
Nurul yang menggunakan kerudung/hijab yang kemudian oleh Terdakwa 
disandingkan dengan foto seseorang perempuan yang tidak Saksi Isti Nurul 
kenal dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara dan kemaluannya 
sehingga foto-foto tersebut menunjukkan ketelanjangan dan bermuatan 
pornografi. Jadi berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi 
menurut hukum. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi pada putusan 
nomor 82/Pid.Sus/ 2019/PN Slw. sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 
29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi yang didakwakan. Terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pornografi”. Dengan 
demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda 
sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila 
tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 




didakwakan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan pertimbangan Terdakwa 
bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, Terdakwa mengakui 








A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan tindak pidana dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu 
KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-
Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. KUHP dan UU ITE tidak 
memberikan batasan tentang definisi pornografi, sedangkan dalam UU 
pornografi, dengan jelas disebutkan definisinya. UU Pornografi adalah lex 
specialis (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan 
pornografi melalui dunia maya (internet).  
2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi pada putusan 
nomor 82/Pid.Sus/ 2019/PN Slw. sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bahwa perbuatan Terdakwa terbukti 
melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang didakwakan, 
Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
“Pornografi”. Dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang 




Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) 
dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan. Adapun sanksi pidana yang diputuskan 
lebih ringan dari yang didakwakan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan 
pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di 
persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa menyesal 
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas 
dan lengkap mengenai pemberian batasan pornografi, khususnya dalam 
hal pembahasaan atau redaksionalnya. Bagi pembuat undang-undang, 
diharapkan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi agar Pasal-pasal yang rumusannya masih bersifat kabur 
dan rancuh dapat segera diperbaiki. Hal ini untuk menghindarkan aparat 
penegak hukum dari kesalahan penafsiran ketika melaksanakan 
kewajibannya. 
2. Meningat pornografi memberikan dampak yang membahayakan 
masyarakat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan sistem 
pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. 




situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya 
pada anak-anak dan generasi muda. 
3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dengan 
melakukan sosialisasi UndangUndang Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan 
apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornograf.  
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